
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Puencanaan Pembangunan Nasional

KIPUTUSAN MENTERI PERI]NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMORKEP. 152 /M.PPN/HK/ I2/2O22
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KXRJA MAJELIS WALI AMANAT

MITLENNI UM CHALLENG E ACCO .INT INDOMSIA II

MENTERI PERLNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

Mcnimbang a. bahw'a bcrdesarkan f'eratruan l{enteri Perencanaaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Lembaga Wali Anlrnat Millennium Challenge
Accouttt lndonesia Il, Ketua Majelis Wali .Amanat meranSkap
jabatan sebagat KPA selaku Kepala Satker;

b. bahwa bcrdasarkan Keputusan Menteri Perencanaaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangurran Nasional Nomor
KEP. 1 4 7 /M.PPN / HK / 1 1 / 20 22 tentang Pembentukan Majelis
Wali ,tnanat Millenniutn Chalhtge Account Indonesia II,
Sckretaris Kcmenterian Perencanaaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Petencana an
Pembangunan Nasional diletapkan sebagai Ketua Majelis
W ali Amenat Millennium Challenge Accounl Indonesia II;

c. bahwa bcrdasarkan pertintbanglan sebagaimana dimaksud
dalaru huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencandan Pembangunan Nasional tentang Pengangkatan
Pcjabat Kuasa Perrgguna Airggaran Majelis Wali Amanat
Millennium Challcnge Acctluzf Indonesia II;

d. bahwa pejabat yang neman)'a tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini diang5iap mampu dan memenuhi persyaratan
untuk duduk dan mclaksanakan tugas sr,bagai Pejabat

Pernbuat . . .
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Mengingat

Pembuat Kuasa Penggun a Angaran Majelis Wali Allr:anat
Millenniunt Challenge Accounl Indonesia II;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang, Tata
Cara Pelaksanaan Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O18 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2027;

3. Peraltfian Presiden Nomor 80 Tahun 2027 tentan8
Kementerian Perenc anaan P embangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O2'l lenlang Badan

P er enc anaan P emb angun an Nasional ;

5. Petatvran Menteri Perencanaan Pembanganan
Nasionai/Kepala Badan Perencan aan Pembangu'nan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Pemanlauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

6. Petatutan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanazn Pembansltnan Nasional

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerla
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc aaaan P emb angunan Nasional ;

7. Peraluran Menteri Perenc'anaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pe.mbang::lr.an N4sional

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemben tukan l*mbaga Wali
Lmanat Millennium Challenge Account lndonesia ll;

8. Keputusan Menteri Perencanaaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangur.an Nasional

Nomor KXP. 147IM.PPN/HK/ 1 1 / 2022 tentang Pembentukan

Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account
Indonesia II;

MEMUTUSKAN: ...
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Menetapkan

PEKIAMA

KEDUA

KXTIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA

PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT MILLENNIUM
CHA LLENG E ACCOUIV:TINDONESIA II.

Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna.Anggaran (KPA) Majelis
Wali Amanat Millennium Challenge Account lndonesia Il:.

Nama : Dr.lr. Taufik Hanafi, MUP

NIP : 19630828 199003 1002

Jabatan : Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

Gol : lY /e.

KPA bcrtug,as dan berwenang:

a. KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melakanakan
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;

b. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada hunlJ a,l(PA
berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender

Pekerjaan Konstruksi;

c. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang te tkait dengan:

1) melakukan tindakan yang rneng UJbalkan pengeluaran

anggarun belanja; dan/ atau

2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

anggarun belanja yang telah ditetapkan; dan

d. KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengada.an Barang/Jasa-

Sebagai landa pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini
dicantumkan tanda tangan dan paruf pejabat yang bersangkutan,

dengan ketentua nbahwa landa tangan sert^ paraf tidak sah

apablla ...
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KEEMPAT

apablla tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditelapkan di Jakarta
pada tanggal30 Desember 2022

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA

lv



LAMPIRAN
KXPUTUSAN MENTERI PPN,/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 52 /M.PPN/HK/ 12/ 2022
TANGGAL 30 DESEMBER2022

SPESIME,N TANDA TANGAN DAN PARAF

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAJELIS WALI AMANAT

MILLENNIUM CHATLENGE ACCO UNT INDONESIA II

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT'NAN NASIONAL, \i!

SUHARSO MONOARFA

Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP
NIP. 19630828 799003 7 002
Gol IVle

Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Bappenas

Nama Tanda Tangan Paraf


